
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 

NOMOR 5 TAHUN 2011 
 

TENTANG  
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010-2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang :  a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku 
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing 
dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana 
pembangunan daerah sesuai dengan kondisi dan potensi yang 
dimiliki daerah serta dinamika perkembangan daerah dan 
nasional; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
maka rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai 
bagian dari perencanaan pembangunan daerah, harus dilakukan 
secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan yang memuat 
visi, misi, dan program Bupati terpilih serta harus selaras dengan 
rencana pembangunan nasional dan provinsi; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf c 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasal 15 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan  Peraturan 
Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015; 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1965  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  II  
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757);  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025  
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun  1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575);   

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun  2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 28); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor  6 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No. 4); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 
11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 
tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 
3 Seri E No. 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 31); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 12); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 
2007 sampai dengan Tahun 2026(Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2007 Nomor 23 Seri E No. 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor   21); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Kaliwungu 
Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri 
E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor   
22); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pelabuhan 
Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 
25 Seri E No. 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Nomor 23); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

DAN 

BUPATI KENDAL  
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 
2010-2015. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 


